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SITI FATIMAH, S3510402033,  2016, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Camat sebagai Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara (Studi di Kabupaten Jembrana). 
Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar yuridis pengangkatan Camat sebagai Pejabat 
pembuat Akta Tanah Sementara, menganalisa kendala yang timbul terhadap pengangkatan Camat sebagai 
PPATS dan pengaruhnya di lapangan serta menemukan solusi dari kendala tersebut. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan peraturan 
peundang-undangan dan pendekatan sejarah dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data 
adalah primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan sumber data sekunder yakni data-data yang 
diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
studi kepustakaan dan wawancara, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum camat sebagai PPAT Sementara adalah pasal 5 ayat 
(3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Akan tetapi dalam pengangkatannya ditemui kendala yang terletak pada tugas ganda Camat sebagai 
perangkat daerah dan PPATS,  latar belakang pendidikan Camat sebagai PPATS dan keautentikan akta 
PPAT yang dibuat oleh Camat selaku PPATS. Solusi yang dapat ditawarkan adalah harmonisasi peratura 
perundang-undangan dan meningkatkan pendidikan di bidang pertanahan pada Camat sebagai 
PPATSementara. 
 























SITI FATIMAH, S351402033, 2016, Juridical Review of The Appointment of District Head  as an 
Official Temporary Certifier of Title Deeds (Study in Jembrana Regency, Bali Province) 
Thesis : Master Program of Notary, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
This research aims to know the Juridical basis of the an appointment of a district head as an official 
temporary certifier of title deeds, to analyze the judicial obstacles that arise against the appointment of 
district head as an official certifier of title deeds ad its effects in the field ad find the solution of the 
obstacles. 
 
This research is empirical research and approach by statue approach and historical approach by nature of 
descriptive analyical research. Sources of data are the primary obtained from interviews ad secondary of 
data namely the primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection is carried out through 
literature study and interviews and analysis of qualitative data. 
 
The result of this research showed that the legal basis of the appointment of district head as an official 
tepmporary certifier of title deeds based on Article 5 verse 3 letter a of the Goverment Regulation number 
37 year 1998 juncto Article 18 verse 1 An Agrarian Minister Regulation/A head of national land about 
the implementation f the Goverment Regulation number 37 year 1998. However, in his appointment of 
becoming an official temporary certifier of title deeds found the obstacles, those are the dual task of a 
district head between as a head of regional and as an official temporary certifier of title deeds, the 
education background of District Head to become an official temporary certifier of title deeds and last, 
the authentic of title deeds that made by district head as an official temporary certifier of title deeds. A 
solution that can be offered is the harmonization of the legislation and improve education in the field of 
land in the sub-district as an official temporary certifier of title deeds. 
 
Keywords: The Appointment, District Head, An Official Temporary Certifier of Title Deeds. 
